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ABSTRAK 

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, HASIL PENGELOLAAN 

KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA 

KAB/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG 

Oleh: 

Nadila; Siti Rohima 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Terhadap Belanja Modal di Provinsi Lampung. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah adalah data panel pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung dalam rentang waktu 2010-2022. Teknik analisis yang digunakan adalah 

teknik analisis linear berganda data panel dengan metode pendekatan Fixed Effect 

Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan secara 

parsial variabel dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap belanja modal. 

Kata Kunci:  Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF BALANCED FUNDS, SEPARATE REGIONAL 

WEALTH MANAGEMENT RESULTS AND EXCESS BUDGET 

FINANCING ON CAPITAL EXPENDITURES IN REGENTS/CITIES IN 

LAMPUNG PROVINCE 

By: 

Nadila; Siti Rohima 

 

This research aims to analyze the influence of the Balancing Fund, Separated 

Regional Wealth Management Results, and Excess Budget Financing on Capital 

Expenditures in Lampung Province. The data used in this research is panel data on 

15 regencies/cities in Lampung Province in the 2010-2022 period. The analysis 

technique used is a linear multiple panel data analysis technique using the Fixed 

Effect Model (FEM) approach. The results of this research show that 

simultaneously and partially the balancing fund variables, the results of regional 

wealth management that are released and the excess budget balance together have 

an influence on capital expenditure. 

Keywords:  Balancing Funds, Results of Separated Regional Wealth Management, 

Excess Budget Financing, Capital Expenditures 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diberlakukannya otonomi wilayah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

mengenai pemerintah daerah atas memberikan otonomi daerah, pemerintah wilayah 

memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kemampuan mereka 

untuk melaksanakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Dalam upaya 

mereka untuk membangun negara, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk 

berekspresi dan berkreasi yang tidak melanggar perundang-undangan. Pemerintah 

menetapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang dikenal sebagai otonomi 

daerah. Untuk menjalankannya, pemerintah tentu memerlukan banyak uang untuk 

menjalankan operasi pemerintahan. 

 Daerah yang terdesentralisasi dan otonom mampu mengendalikan dan 

mengawasi urusan pemerintahan daerah dan masyarakat. Kewenangan 

pengalokasian dana diberikan kepada pemerintah, yaitu yang bersumber dari 

sumber daya daerah. Lebih jauh lagi, tujuan desentralisasi adalah untuk 

menghasilkan kekayaan dengan memberikan layanan publik, termasuk belanja 

modal, yang dilakukan untuk kepentingan publik. Kinerja pemerintah dan 

pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui belanja modal. Pengalokasian belanja 

modalnya atas kabupaten serta kota di Provinsi Lampung masih belum memadai 

dan kurang optimal. Hal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa aturan 

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 mengenai RPJM memercayakan belanja modalnya 
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paling sedikit sebesar 29% dari belanja daerah dalam APBD. Meski demikian, pada 

tahun 2018 hingga 2022, rata-rata belanja modal Provinsi Lampung ke kabupaten 

dan kota kurang dari 20%. Perihalnya memastikan maka biasanya distrubusi belanja 

modalnya provinsi ke kabupaten dan kota pada tahun 2018 hingga 2022 masih 

menggunakan sebagian kecil belanja modal dari belanja daerah. 

       Belanja modal merupakan pengeluaran baik barang maupun jasa yang 

dilakukan dalam hal pembelian yang memberikan manfaat lebih dari setahun guna 

melaksanakan program dari pemerintah daerah (Mursyidi, 2013). Selain itu, belanja 

modal dapat dialokasikan dalam APBD yang didasarkan pada kebutuhan masing-

masing daerah akan sarana dan prasarana. Akan tetapi, alokasi belanja modal lebih 

sedikit dibandingkan dengan alokasi belanja daerah dan belanja rutin. Oleh karena 

itu, alokasi belanja modal belum terlaksana dengan baik di daerah. Adapun hal yang 

dapat menyebabkan belanja modal yang cenderung lambat yakni peningkatan 

belanja modal yang terbatas dan belanja modal dialokasikan untuk pembangunan 

infrastruktur – infrastruktur yang besar.  Salah satu tindakan yang diharapkan dari 

pemerintah adalah segera mengalokasikan anggaran belanja modal sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi keliru dalam informasi baik dari 

pemerintah maupun masyarakat (Simanjuntak, 2015). 

 Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki konstribusi terbesar di 

APBD (Anggaran Pendapatan belanja daerah) yaitu Dana Perimbangan. Dana 

perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang akan 

digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah agar dapat mengurangi kesenjangan 

antara pemerintah pusat dengan daerah. Jika pengelolaan daerah dilaksanakan 
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sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat memperbaiki kinerja pemerintah. 

Adapun tujuan dari dana perimbangan ini yaitu digunakan dalam rangka memenuhi 

program desentralisasi di daerah. Pelaksanaan desentralisasi memerlukan biaya 

yang besar bagi pemerintah daerah. Penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah 

belum cukup dalam mendanai semua kebutuhan daerah. Oleh karena itu, diatur 

dana pusat yang dapat membantu daerah yang merupakan dana perimbangan. 

  Dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pada 

pasal 1 ayat 19, bahwa dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana perimbangan 

terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. 

Upaya yang harus dilakukan sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah 

adalah otonomi daerah yang mengisyaratkan pelimpahan kewenangan dari 

pemerintah kepada daerah otonom juga harus diikuti dengan pembiayaan yang 

sesuai dengan besar kewenangan tersebut. Daerah diberikan kewenangan dalam 

menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan 

mengimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas alokasi 

dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-

tahun sebelumnya. Adapun yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1 perkembangan 

dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022 

selalu meningkat sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar rupiah) 

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 2022 

Kota Metro 624 601 573 554 571 

Kab. Pesawaran 946 898 860 877 905 

Kab. Pringsewu 842 863 813 772 875 

Kab. Mesuji 964 637 696 577 635 

Kab. Tulang Bawang Barat 725 674 624 625 667 

Kab. Pesisir Barat 573 589 602 563 561 

Kab. Lampung Barat 854 837 709 677 686 

Kab. Lampung Selatan 38.82 1.413 1.319 1.299 1.462 

Kab. Lampung Tengah 43.76 1.628 1.629 1.691 1.926 

Kab. Lampung Utara 120 1.249 1.123 1.110 1.225 

Kab. Lampung Timur 42.57 1.370 1.375 1.435 1.511 

Kab. Tanggamus 107 1.135 1.081 1.103 1.219 

Kab. Tulang bawang 90 826 783 784 933 

Kab. Way kanan 102 873 885 902 978 

Kota Bandar lampung 33.025 1.405 1.325 1.342 1.405 

    Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023), data diolah 

 Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2022 menunjukkan Dana perimbangan di 

Kabupaten Pesisir Barat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal 

ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat dalam mendapatkan pembiayaan yang sulit 

direalisasikan dan sumber pendanaan dalam membiayai suatu kegiatan perlu 

perubahan yang harus dicari sumber pendanaan alternatif lainnya. Selain itu, 

disusul dengan Kabupaten Mesuji yang cenderung mengalami penurunan di setiap 

tahunnya yaitu pada tahun 2020 dengan dana perimbangan 637 miliar rupiah.  

Selain dana perimbangan, terdapat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri menghasilkan dana yang 
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diraih daerah temuan penjualan perseroan punya wilayah serta pengurusan asset 

khas wilayah yang tunduk pada aturan UU daerah. Hal ini yakni diantara sumber 

penghasilan wilayah yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut 

adalah beberapa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda-beda: (1) bagi 

hasil atas penyertaan pada badan usaha milik negara (BUMN), (2) bagi hasilnya 

atas milik daerah (BUMD), dan (3) bagi hasilnya pada investasi yang dilakukan 

pada bisnis swasta atau asosiasi bisnis komunitas. Dalam hal ini modal adalah 

seluruh atau sebagian kekayaan daerah, dan pendapatan perusahaan daerah adalah 

sebagian dari pendapatan daerah. Akibatnya, daerah dapat menciptakan usaha-

usaha unik dengan tujuan utama meningkatkan output guna meningkatkan 

pendapatan daerah. Kegiatan usaha perusahaan ini berfokus pada pembangunan 

ekonomi nasional secara keseluruhan, memberikan ketentraman dan kepuasan kerja 

kepada karyawan, dan menghasilkan penduduk yang adilnya serta sejahtera karena 

kekayaan suatu wilayah lebih besar. mereka harus mengelola dan memanfaatkan 

kekayaan tersebut dan perusahaan daerah diharapkan memberikan konstribusi 

kepada penghasilan wilayah. 

 Suatu perusahaan daerah diharapkan memberikan kontribusinya bagi 

pendapatan daerah karena semakin besar kekayaan suatu daerah, maka dituntut 

untuk lebih baik dalam mengelola serta memanfaatkan kekayaan yang dimiliki. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:  
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Tabel 1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar 

rupiah) 

     Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023) 

       Pada Tabel 1.2 menunjukkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.  Data ini di dapat dari 

website resmi dirjen perimbangan keuangan yang dikumpulkan dari tahun 2018-

2022. Pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kabupaten 

Pesawaran mengalami penurunan dan kenaikan yang sangat sedikit dibandingkan 

dengan kabupaten lainnya. Tabel 1.2 merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dalam tahun 2018-2022 selama 5 tahun. Berdasarkan Tabel 1.2 

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 2022 

Kota Metro 4.34 4.89 5.56 7.34 6.73 

Kab. Pesawaran 0.41 0.95 1.60 1.80 1.77 

Kab. Pringsewu 1.66 1.79 2.32 3.15 3.23 

Kab. Mesuji 1.07 1.61 1.74 2.00 2.77 

Kab. Tulang Bawang Barat 1.63 2.36 2.50 2.63 2.55 

Kab. Pesisir Barat 2.42 1.73 1.93 2.90 2.41 

Kab. Lampung Barat 3.41 4.43 4.81 5.92 5.57 

Kab. Lampung Selatan 6.78 8.93 9.65 10.49 7.68 

Kab. Lampung Tengah 6.52 6.52 7.23 7.71 7.97 

Kab. Lampung Utara 8.98 8.74 9.38 10.37 10.14 

Kab. Lampung Timur 2.74 3.18 3.46 3.61 2.76 

Kab. Tanggamus 3.88 4.28 4.45 5.84 5.77 

Kab. Tulang bawang 3.08 3.09 3.34 4.26 3.43 

Kab. Way kanan 3.92 4.63 4.20 4.79 5.01 

Kota Bandar lampung 14.89 17.47 21.28 22.97 19.25 
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diatas menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

tertinggi rata-rata berada pada Kabupaten Lampung Utara. 

 Pemerintah daerah diberi otonomi wewenang yang sangat luas untuk 

merencanakan serta mengalokasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh dalam 

menyelenggarakan pembangunan di daerah. Daerah yang lebih kaya akan mampu 

melayani masyarakat dengan lebih efektif dalam hal penyediaan layanan. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di wilayah ini 

untuk meningkatkan layanan infrastruktur dan fasilitas umum. 

  Sumber pendanaan lainnya yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran. Sisa 

lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi 

pendapatan dan belanja. Sisa lebih pembiayaan anggaran pada dasarnya merupakan 

sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun 

berikutnya. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah hasil dari perbedaan antara 

surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD, 

idealnya sisa lebih pembiayaan anggaran harus mencapai nol, yang berarti bahwa 

penerimaan pembiayaan harus cukup untuk menutup defisit anggaran yang 

mungkin terjadi. Jika angka sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut positif berarti 

bahwa ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih 

tersisa atau dengan penjelasan lain bahwa secara anggaran masih ada dana dari 

penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja 

daerah atau pengeluaran pembiayaan daerah (Desember et al., 2013). 
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 Pendapatan atas pengeluaran dan transfer menghasilkan kelebihan 

pembiayaan anggaran. Kelebihan dana dalam jumlah besar dari anggaran akan 

menjadi tanda buruknya perencanaan dan pengelolaan uang oleh pemerintah daerah 

(Sukmawati, 2016). Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dapat 

disumbangkan dari pelampauan target pendapatan, SiLPA dapat terjadi karena 

kelebihan perhitungan dana (over estimate) pada belanja dan sisa lebih pembiayaan 

anggaran yang bersumber dari anggaran beberapa kegiatan yang tidak 

dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah 

dari pada anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan.  

  Sisa lebih pembiayaan anggaran yang semakin meningkat setiap tahun akan 

berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode 

berikutnya. Selain itu pemenuhan cukup tidaknya jumlah belanja daerah pada 

periode berikutnya ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dilakukan, oleh 

karena itu pemerintah harus menciptakan belanja daerah yang berkualitas dan 

berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat 

digunakan secara terukur, efektif dan efisien dalam mencapai target yang ditetapkan 

karena jika tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir maka akan 

menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran. Selain belanja daerah, belanja modal 

berkaitan erat dengan sisa lebih pembiayaan anggaran. Hal tersebut dapat terjadi 

disetiap daerah apabila belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 

tidak terserap dengan baik sesuai program, sehingga akan menghasilkan sisa dana, 

sisa lebih pembiayaan anggaran setiap tahunnya meningkat. Meskipun kelebihan 

anggaran yang signifikan mungkin digunakan untuk investasi daerah di masa 
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depan, hal ini juga secara signifikan menunjukkan kinerja pemerintah yang di 

bawah standar. Sisa lebih pembiayaan anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:  

Tabel 1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung (dalam Miliar Rupiah) 

   Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023) 

       Pada Tabel 1.3 menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan data didapat dari website resmi dirjen 

perimbangan keuangan yang dikumpulkan dari tahun 2010-2022 yang berarti dalam 

13 tahun, tabel di atas merupakan sebagian data yang diambil dari tahun 2018-2022. 

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran 

Kabupaten/Kota   2018  2019   2020   2021  2022 

Kota Metro 106.3 85.5 106.1 72.3  73.3 

Kab. Pesawaran 59.5 3.53 13.31 9.95 14.9 

Kab. Pringsewu 44.1 33.9 44.9 60.4 49.2 

Kab. Mesuji 81.9 113.7 107.0 99.4  71.5 

Kab. Tulang Bawang Barat 22.7 21.4 55.0 50.8 9.60 

Kab. Pesisir Barat 81.1 59.4 68.2 34.2 8.87 

Kab. Lampung Barat 27.5 40.5 35.2 57.6 142.7 

Kab. Lampung Selatan 110.5 189.6 296.8 160.4  7.68 

Kab. Lampung Tengah 114.1 139.9 200.0 148.4 191.6 

Kab. Lampung Utara 28.8 7.02 65.2  72.0 47.0 

Kab. Lampung Timur 101.2  149.8  195.8  137.4 39.8 

Kab. Tanggamus 16.1 25.1 55.6 38.49 82.9 

Kab. Tulang bawang 35.0 81.5 78.1 67.5 64.8 

Kab. Way kanan 25.1 7.96  7.5 11.9 24.9 

Kota bandar lampung 10.4 8.8 14.2 11.8 0,00 
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tertinggi rata-rata berada pada kabupaten Lampung Selatan dan rata-rata terendah 

berada pada Kota Bandar Lampung. 

 Salah satu permasalahan yang belum terpenuhi pada Provinsi Lampung 

yaitu belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Jika dilihat realisasi 

belanja APBD pemerintah provinsi lampung pada tahun anggaran 2022 sebesar 

6,752 triliun atau 95,01% jauh berada diatas rata-rata provinsi. Realisasi belanja 

APBD Provinsi Lampung 2022 menempati posisi ketiga dibandingkan dengan rata-

rata Provinsi di Indonesia. Alokasi belanja modal untuk kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung dapat dilihat dari Gambar 1.1 berikut: 

 
Gambar 1.1 Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

(dalam Miliar Rupiah) 

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023) 

 Pada Gambar 1.1 alokasi belanja modal untuk Provinsi Lampung dari tahun 

2018-2022 masih rendah dan belum optimal. Belanja modal pada Kota Metro di 

tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan 
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Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Perihalnya menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah provinsi Lampung masih kurang memanfaatkan belanja modal 

dari belanja daerah. Belanja birokratis, seperti mempekerjakan lebih banyak 

pegawai, lebih sering dilakukan oleh pemerintah daerah atas belanja modalnya, 

bahkan pelaksanaan belanja modalnya sendiri dapat mendorong investasi di daerah, 

sementara belanja birokratis dapat mengakibatkan penurunan ekonomi daerah. 

Karena itu, anggaran belanja modal mungkin perlu dinaikkan karena memiliki 

kemampuan untuk membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat 

topik mengenai pengaruh dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada                                  

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung? 

3.  Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal   

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung? 
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4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap 

Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung. 

3.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

  1. Berfungsi dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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2. Diharapkan memberikan bantuan atau konstribusi pengembangan konsep 

belanja modal untuk pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat 

meningkatkan efisiensi belanja modal. 

3. Bagi pemerintah daerah provinsi, penelitian ini dapat menjadi sumber 

masukan dan acuan yang berguna bagi pemerintah dalam upaya pengambilan 

kebijakan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah khususnya di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan masyarakat indonesia pada 

umumnya. 

b. Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan menjadi manfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan      

mengenai belanja modal khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kajian-kajian mengenai belanja 

modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan informasi ilmiah dan 

pertimbangan bagi pihak terkait serta bagi peneliti sebagai bahan 

perbandingan. 
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